BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Secara pokok hubungan manusia terbagi dalam dua dimensi, yakni
hubungan antara manusia dengan Allah (/4abl min Allah) dan hubungan
manusia dengan sesama manusia (habl min al-nas). Hal ini sesuai dengan

ketentuan yang terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 112 :
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Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika
mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan
manusia.’

Penjelasan yang terdapat dalam ketentuan di atas menunjukkan
bahwa Islam menuntut adanya keseimbangan antara hubungan manusia
dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Penerapan
menjalankan ibadah diiringi dengan penerapan berbuat baik kepada sesama
manusia. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk

senantiasa berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan sebagaimana yang

terdapat dalam firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 148 :
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" Depag R, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2010), 64.



Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.di mana saja
kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu..”

Allah swt. telah menjadikan masing-masing manusia saling
membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-
menukar keperluan dalam segala kepentingan hidup, baik dalam kepentingan
sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikianlah hubungan
kehidupan manusia menjadi teratur.’

Wakaf termasuk dalam golongan sedekah yang dimaksudkan untuk

mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan salah satu amalan yang telah

disyariatkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-quran sebagai berikut :
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Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang
kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran :
92).*

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain menggapai
keridhaan Allah dan pahala dari Allah, wakaf juga merupakan ibadah yang
berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk
kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa

pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial,

dan pemberdayaan ekonomi.

2 .

Ibid., 23.
* Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 278.
* Depag RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya..., 341.



Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dapat berupa pendirian
sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan
peralatan sekolah dengan tetap mempertahankan kesejahteraan guru.
Sementara pemberdayaan kesehatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan
pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, atau bantuan biaya
kesehatan ibu hamil dan bantuan melahirkan bagi ibu tidak mampu, serta
bantuan gizi bagi balita. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja
dan kewirausahaan bagi para pengangguran atau anak jalanan. Aktivitas
pemberdayaan ekonomi dapat berupa bantuan dana bergulir dengan skema a/
gard al hasan bagi pengusaha kecil dengan diikuti pembinaan terhadapnya
berupa program pelatihan dan pembinaan usaha, bantuan pemasaran serta
peningkatan mutu produk.’

Biasanya objek wakaf berupa properti, seperti masjid, tanah,
bangunan, sekolah, pondok pesantren dan lain-lain. Namun, menurut
ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan
benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat berupa uang, logam mulia, surat
berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda
bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.’

Wakaf tunai atau wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau  menyerahkan sebagian wuang miliknya untuk

> Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 423.
% Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 ayat (3).



dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syariat.7

Di Indonesia, bentuk wakaf uang belum dikenal secara luas.
Menanggapi berbagai wacana tentang wakaf uang dan surat dari Direktorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor:
Dt.1.111/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang
permohonan fatwa tentang wakaf uang. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
merespon dengan mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang tertanggal 28
Shafar 1423 H/11 Mei 2002 yang ditandatangani oleh KH. Ma’ruf Amin.®
Menyusul kemudian UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang didalamnya mengatur tentang
wakaf benda bergerak telah disahkan.

Ada empat manfaat utama dari wakaf tunai. Perfama, wakaf tunai
jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas
sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi
tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang
berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan
gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa

membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya

" PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1 ayat (1).
¥Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaft, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 9.



terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia
pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara
yang memang semakin lama semakin terbatas.’

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang),
yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh
menteri untuk bertanggung jawab di bidang agama sebagai Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk
tersebut atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia
(BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.'”

Dalam ketentuan undang-undang, terdapat dua model wakaf uang,
yaitu wakaf uvang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk
selamanya.'’

Namun berdasarkan pengamatan, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera
Cabang Kranji Paciran memiliki model penerapan yang berbeda dengan
ketentuan undang-undang tersebut. Wakaf uang dalam KSPPS BMT Mandiri
Sejahtera Cabang Kranji Paciran dimasukkan dalam perhitungan margin
pembiayaan murabahah. Objek yang digunakan dalam pembiayaan murabahah
di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran adalah emas. Besar
pinjaman (pl/afon) yang diajukan oleh anggota atau calon anggota akan

dikonversi menjadi emas seharga Rp. 300.000,00 per gram. Setelah

Oy -
Ibid., 6.

1 Rachmadi Utomo, Hukum Perwakatan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 115.
"' Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah..., 422.



pembiayaan murabahah yang diajukan oleh anggota atau calon anggota
disetujui oleh kepala cabang, anggota atau calon anggota yang mengajukan
pembiayaan murabahah harus mengangsur untuk mengembalikan pinjaman
tersebut ditambah dengan besarnya margin keuntungan yang telah ditetapkan
oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.

Ketentuan perhitungan margin pembiayaan murabahah di KSPPS
BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran adalah sebesar 1% dari besar
pinjaman (plafon) untuk wjrah BMT dan sebesar 0,5% dari besar pinjaman
(plafon) untuk wakaf vang. Wakaf uvang tersebut akan disalurkan untuk yatim
piatu dan pembangunan masjid, sekolah, dan lain-lain."?

Anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan
murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran harus
menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BMT agar memperoleh
pembiayaan yang diinginkan, sehingga anggota atau calon anggota tersebut
otomatis juga diharuskan untuk wakaf uang. Padahal, anggota atau calon
anggota yang mengajukan pembiayaan biasanya adalah orang yang sedang
membutuhkan uang namun pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang
Kranji Paciran justru mengharuskan anggota atau calon anggota yang ingin
mengajukan pembiayaan untuk melakukan wakaf uang.

Bila dilihat dari keabsahan wakaf maka harus terpenuhi syarat dan
rukunnya, yang salah satunya adalah wakaf harus didasarkan atas kemauan

sendiri bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ulama telah

12 Alif Kholifah, Wawancara, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran, 17
Desember 2016.



sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah
hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya."
Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini
layak untuk dilakukan guna mengetahui tentang ketentuan hukum penerapan
kebijakan wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri
Sejahtera Cabang Kranji Paciran dengan judul Analisis Hukum Islam
Terhadap Penerapan Kebijakan Wakaf Uang dalam Pembiayaan Murabahah

di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi masalah
Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah
yang diantaranya:
a. Perhitungan margin dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.
b. Praktik wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.
c. Analisis hukum Islam terhadap penerapan kebijakan wakaf uang
dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Cabang Kranji Paciran.

5 Muhammad Abid Abdullah Al-Khabisi, Hukum Wakaf, (Jakarta: IIMaN, 2003), 229.



2. Batasan masalah
Dari beberapa masalah yang tercantum di atas masih bersifat
umum, sehingga diperlukan batasan-batasan masalah dalam
pembahasannya supaya lebih terarah pada ruang lingkupnya serta
permasalahannya. Maka penulis memberikan batasan pembahasan
meliputi sebagai berikut:
a. Praktik wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.
b. Analisis hukum Islam terhadap penerapan kebijakan wakaf uang
dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Cabang Kranji Paciran.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS
BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerpaan kebijakan wakaf uang
dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang

Kranji Paciran?

D. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau

penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti



sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Sejauh pengamatan penulis, belum ada peneliti yang mengkaji
tentang penerapan wakaf vang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran menurut hukum Islam. Akan tetapi
penulis menemukan beberapa penelitian tentang wakaf uang ataupun wakaf
tunai, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhamad Masyhudi pada tahun 2010 dengan
judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Surat Utang Negara pada
Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”,
Penelitian tersebut membahas mengenai ketentuan wakaf Surat Utang
Negara dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 karena pada dasarnya,
SUN adalah surat utang berharga yang berupa surat pengakuan utang yang
mengandung unsur bunga (riba)."*

2. Skripsi yang disusun oleh Arif Khoirul Munib pada tahun 2014 dengan
judul: “Studi Tentang Praktek Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina
Amal Semarang.” Konsep wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal
berbeda dengan konsep para ulama, karena wakaf tunai yang dilakukan di

Yayasan Wakaf Bina Amal tidak dijadikan investasi atau modal usaha,

'* Muhamad Masyhudi, ““Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Surat Utang Negara pada
Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)
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akan tetapi hanya sekedar menyalurkan uang dari wakif untuk keperluan
pembangunan dan pembelihan lahan tanah untuk pengembangan yayasan,
sedangkan menurut para ulama konsep wakaf tunai adalah wakaf yang
diberikan wakif dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada nazir
wakaf untuk kemudian dikembangkan sebagai modal usaha kemudian
menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf untuk kemaslahatan umat,

sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.'

. Skripsi yang disusun oleh Nur Fitriani pada Tahun 2007, dengan judul :

“Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang (wakaf tunai) dalam Perspektif Imam
Syafii dan Relevansinya dengan Perekonomian di Indonesia”, yang hasilnya
lebih menekankan pada suatu masalah yaitu fatwa MUI tentang wakaf uang
16

terhadap perekonomian di Indonesia.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan

skripsi di atas adalah peneliti akan lebih menfokuskan kepada bagaimana

hukum tentang pembebanan wakaf uvang yang dimasukkan dalam ketentuan

perhitungan margin pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri

Sejahtera Cabang Kranji Paciran. Ketentuan perhitungan margin pembiayaan

murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran adalah

1% untuk ujrah BMT tiap bulan dari besarnya p/afon dan 0,5% untuk wakaf

uang tiap bulan dari besarnya p/afon.

'3 Arif Khoirul Munib, “Studi Tentang Praktek Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Bina
Amal Semarang.”” (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2014).

1 Nur

Fitriati, “Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang (wakaf tunai) dalam Perspektif Imam Syafii

dan Relevansinya dengan Perekonomian di Indonesia” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya,

2007).
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Berdasarkan alasan di atas, peneliti akan melanjutkan penelitian
dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Wakaf Uang dalam
Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji

Paciran.”

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui praktik penerapan wakaf uang dalam pembiayaan
murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap penerapan wakaf uang dalam
pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji

Paciran.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai
tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain :

1. Secara teoritis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang
penerapan wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran, sehingga dapat dijadikan
informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan

mengenai hukum Islam, khususnya perihal perwakafan.



12

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat

luas yang ingin melaksanakan wakaf. Sebagai kontribusi bagi para

akademisi tentang bagaimana penerapan wakaf yang sesuai dengan rukun

dan syaratnya sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum

Islam. Bagi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran,

skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan praktek wakaf

yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan

Wakaf Uang dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Mandiri

Sejahtera Cabang Kranji Paciran”. Untuk memudahkan gambaran yang lebih

jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis menegaskan

beberapa istilah-istilah berikut :

1. Hukum Islam

: Seperangkat peraturan tentang wakaf

uang yang bersumber dari Al-Qur’an,
hadits, pendapat Imam Mazhab,
Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakatf.
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2. Wakaf vang dalam Murabahah  : Wakaf uang yang dimasukkan dalam
perhitungan  margin  keuntungan
pembiayaan murabahah.

3. BMT Mandiri Sejahtera Kranji ~ : Lembaga yang menghimpun dana dan
menyalurkannya kepada masyarakat

Kranji Paciran.

H. Metode Penelitian
Metode Penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan
penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.'’
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah
sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian
Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian
yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan &
Taylor dalam Moleong adalah sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.'”® Dalam penelitian ini,
peneliti mendeskripsikan tentang praktik penerapan wakaf uang dalam

pembiayaan murabahah.

7 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 71.
' Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya,
2011), 5.
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2. Lokasi penelitian
Lokasi Penelitian ini adalah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera
Cabang Kranji Paciran, Jalan Raya Deandles Stand Pasar Kranji, Paciran,
Lamongan.
3. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Data mengenai sejarah, visi dan misi, lokasi, kepengurusan,
keanggotaan, produk-produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang
Kranji Paciran, dan akad yang digunakan dalam setiap produk yang
diterapkan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji
Paciran.

b. Data mengenai ketentuan dan mekanisme pelaksanaan wakaf uang
dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera
Cabang Kranji Paciran.

c. Data mengenai mekanisme perhitungan margin dalam pembiayaan
murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.

d. Data mengenai pendapat anggota atau calon anggota yang mengajukan
pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang

Kranji Paciran.
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4. Sumber data

a.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari :
Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian'’, data
tersebut bisa diperoleh dari :

1) Bapak Azizir Rokhim, selaku Kepala Cabang Kranji Paciran.
2) Pegawai Administrasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang

Kranji Paciran.

3) 10 (sepuluh) orang anggota atau calon anggota yang mengajukan
pembiayaan murabahah.

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari

perpustakaan atau laporan peneliti terdahulu®, data tersebut meliputi:

1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSPPS BMT

Mandiri Sejahtera
2) Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BMT Mandiri

Sejahtera
3) Dokumen produk-produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

4) Dokumen akad kontrak pembiayaan murabahah

5. Teknik pengumpulan data

' M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), 82-83.

2 Ibid., 83.
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Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa

teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Kartini Kartono, observasi adalah studi yang disengaja
dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan
jalan pengamatan dan pencatatan.’' Teknik ini digunakan untuk
mengetahui dan memahami secara langsung praktik penerapan wakaf
uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Cabang Kranji Paciran.

b. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan atau
responden.”* Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber,
yaitu :

1) Bapak Azizir Rokhim, selaku Kepala Cabang Kranji Paciran, untuk
mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan serta latar belakang
dan dasar penerapan penerapan wakaf uang dalam pembiayaan
murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji
Paciran.

2) Pegawai Administrasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang

Kranji Paciran, untuk mengetahui tentang proses perhitungan

2 Masruhan, Metodologi..., 212-213.
** Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek, 145.
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margin keuntungan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.

3) 10 (sepuluh) Anggota atau calon anggota yang mengajukan
pembiayaan murabahah, yaitu: a) Ida Purwati, b) Kasuam, c)
Purwanto, d) Enik, e) Nur Kholifah, f) Ah. Siswanto, g) Suryo, h)
Siti Aminah, i) Khusnul Khotimabh, j) Eni Latifah.

c. Studi dokumen
Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui data tertulis dengan menggunakan analisis yang ada.*® Peneliti
akan mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dengan penerapan
wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri

Sejahtera Cabang Kranji Paciran, misalnya AD ART KSPPS BMT

Mandiri Sejahtera, RAT KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, akad

pembiayaan murabahah dan lain-lain.

6. Teknik analisis data
Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah
menganalisis data. Analisis data yang dilakukan bersifat deduktif, karena
penulis berangkat dari teori-teori wakaf yang bersifat umum, kemudian
dianalisis dengan wakaf uang yang dimasukkan dalam pembiayaan

murabahah

» Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986), 22.
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Teknik deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan atau
menguraikan tentang bagaimana praktik wakaf uang dalam pembiayaan

murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.

Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini nanti akan dibagi
dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Susunan
sistematikanya sebagai berikut.

Bab satu adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori tentang wakaf uang. Bab ini terbagi
dalam dua sub bab. Sub bab pertama adalah wakaf uang dalam perspektif
hukum Islam. Sub bab kedua adalah wakaf uang dalam perspektif hukum
positif. Kemudian dari dua sub bab ini masing-masing dikembangkan menjadi
anak sub bab, yaitu pengertian wakaf uang, dasar hukum wakaf uvang,
pandangan ulama tentang wakaf uang, rukun dan syarat wakaf uvang, dan tata
cara wakaf uang.

Bab ketiga berisi praktik penerapan kebijakan wakaf uang dalam
pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji
Paciran. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama berisi

gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran. Sub
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bab kedua berisi mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS
BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran. Sub bab ketiga dasar
penerapan kebijakan wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS
BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran. Sub bab keempat berisi
aplikasi penerapan wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT
Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran. Sub bab kelima berisi pendapat
anggota dan calon anggota tentang penerapan wakaf uang dalam pembiayaan
murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.

Bab keempat mengemukan tentang analisis hukum Islam terhadap
penerapan kebijakan wakaf uang dalam pembiayaan murabahah di KSPPS
BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam
penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis

menyampaikan saran yang dirasa perlu.



